HASIL WAWANCARA
Q : Penulis

U : Informan

Nama 
: Fitra Umar Harahap S.H

Tanggal 
: 13 Juni 2022
Jabatan 
: Kepala Bidang Pendapatan Pajak

Q
:
Apa dasar pelaksanaan penerimaan PBB P2 di kabupaten deli serdang ?

U
:
Menurut Undang –Undang No 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha  perkebunan, perhutanan dan pertambangan

Q
:
Bagaimana mekanisme pendapatan objek dan subjek PBB P2 di kabupaten deli serdang  ?

U
:
Subjek: Pemilik Tanah

      

Objek: Tanah

Q
:
Bagaimana mekanisme penetapan dan penagihan PBB P2 di kabupaten deli serdang ?

U
:
Penagihan yaitu himbauan poster/baliho, perangkat kecamatan, penagihan door to door, dilimpahkan kejaksaan dan membuat surat kuasa khusus penagihan.

Q
:
Bagaimana mekanisme pembayaran PBB P2 yang dilakukan wajib pajak kabupaten deli serdang?

U
:
Pembayaran yaitu Upt-Upt setempat, Bank Sumut, Gopay/ Indomaret

Q
:
Bagaimana kondisi penerimaan PBB P2 di kabupaten deli serdang selama tiga tahun terakhir?

U
:
Kondisi Penerimaan PBB P2 dikabupaten deli serdang selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dimana realisasi yang di dapat hanya sekitar 259 miliar sedangkan target yang harus dicapai adalah sekitar 507 miliar.

Q
:
Berapa jumlah objek PBB  yang ditetapkan oleh dipenda kabupaten deli serdang?

U
:
Objeknya Sekitar 460 ribu tanah

Q
:
Apa penyebab penerimaan PBB P2 masih belum dapat mencapai target?

U
:
WP belum paham, SDM belum memadai, Sarana prasarana belum maksimal.

Q
:
Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat kabupaten deli serdang dalam membayar PBB P2?

U
:
Pada umumnya wp membayar pajak mendekati pada jatuh tempoh dan sekarang.

Q
:
Bagaimana kemampuan pegawai dipenda dalam pengelolaan PBB P2 di penda kabupaten deli serdang?

U
:
Kemampuan pegawai sudah maksimal

Q
:
Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB P2 tepat waktu? 

U
:
-sanksi hukum tidak ada

      
-sanksi moral tidak ada
     
- Sanksi adminstrasi tidak ada

     
- sanksi sosial tidak ada

Q
:
Apa saja upaya yang dilakukan dipenda untuk pendapatan penerimaan PBB P2?

U
:
- Melakukan pendataan ulang luas bangunan dari tanah kosong- sudah ada

- Melakukan kerjasama dengan pihak BPN ( Badan Pertahan Nasional)  setempat untuk menilai ZNT ( Zona Nilai Tanah).
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Medan, 31 Oktober 2020

Kabid PBB Deli Serdang

Fitra Umar Harahap S.H
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